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Kota Tarakan adalah salah satu pemerintah daerah yang saat ini berada pada provinsi 
Kalimantan Utara, yang sebelumnya adalah Provinsi Kalimantan Timur. Namun karena 
adanya pemekaran wilayah provinsi maka secara geografis Kota Tarakan berada pada 
provinsi Kalimantan Utara dengan letak geografis Kota 
Tarakan yang berada pada suatu pulau yaitu: terletak pada 
3°14'23" - 3°26'37" Lintang Utara dan 117°30'50" - 
117°40'12" Bujur Timur, terdiri dari 2 (dua) pulau, yaitu 
Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah 
mencapai 657,33 km². 
Adapaun batas-batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : Kecamatan Pulau Bunyu 
 Sebelah Timur : Laut Sulawesi 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Palas 







7. Kesimpulan dan Rekomendasi 
7.1 Kesimpulan 
 
Penanganan krisis kelistrikan di Tarakan memerlukan mitigasi risiko yang komprehensif 
sehingga memberikan alternatif solusi masalah yang optimal, baik dalam jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa pemicu krisis kelistrikan di Kota Tarakan adalah:  
 
1. Terdapat hambatan penyediaan dan pasokan energi primer gas dari PT Medco E&P 
sesuai dengan volume kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) sebesar 5 MMBTU. 
Penurunan kemampuan pasokan gas dari PT Medco E&P mulai terjadi tahun 2009 dan 
mencapai titik terendah pada tahun 2013 dengan kisaran hanya sebesar 0,3 MMBTU. 
Kondisi sumur-sumur yang ada tidak mampu lagi menghasilkan gas. 
2. Terjadi keterlambatan dan ketidaksiapan infrastruktur gas Manhattan Kalimantan 
Investment Pte Ltd (MKI) sehingga pelaksanaan gas in tertunda selama kurang lebih dua 
tahun, seharusnya MKI sudah memasok gas kepada PT PLN Tarakan pada 1 Oktober 
2012 sesuai dengan kontrak PJBG tanggal 1 April 2012. 
3. Gagalnya pembangunan PLTU 2x7MW yang diharapkan sebagai salah satu solusi krisis 
kelistrikan di Kota Tarakan. Kegagalan pertama disebabkan pandangan bahwa PLTU 
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, selanjutnya kegagalan kedua disebabkan 
oleh adanya sengketa lahan lokasi PLTU. 
4. Mesin-mesin pembangkit pada umumnya sudah melewati kelayakan umur teknis (lebih 
dari 30 tahun) sehingga tidak efisien dan faktor utilitasnya rendah.  
5. Diversifikasi sumber energi Kota Tarakan masih terpusat pada energi fosil yang 
cadangannya semakin menipis dan harganya semakin mahal. Di sisi lain, potensi 
sumberdaya energi terbarukan di Kota Tarakan relatif kecil sehingga. Untuk 
mengantisipasi kebutuhan energi listrik masyarakat Kota Tarakan, pemerintah daerah 
sudah harus membuat perencanaan pengembangan sistem kelistrikan Kota Tarakan 




6. Kenaikan harga energi primer (minyak/gas) pada pasar internasional dan apresiasi mata 
uang Dollar Amerika terhadap Rupiah mempengaruhi secara signifikan kenaikan Biaya 
Pokok Penyediaan (BPP) PT PLN Tarakan. Namun, kenaikan BPP tersebut tidak diikuti 
dengan penyesuaian tarif dasar listrik sehingga membebani PT PLN Tarakan selaku 
operator penyediaan jasa kelistrikan. 
7. Kemampuan pendanaan PT PLN Tarakan semakin berkurang akibat menanggung 
kerugian tahunan. Akumulasi kerugian tersebut telah mencapai Rp181,91 milyar sejak 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.  
8. Kepemilikan saham pada PT PLN Tarakan menunjukkan bahwa 99,9% saham dimiliki 
oleh PT PLN (Persero) dan 0,1% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan 
Karyawan PT PLN (Persero). Dengan demikian status PT PLN Tarakan adalah anak 
perusahaan PT PLN (Persero). 
9. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan pada butir 1-8 maka dengan status PT PLN 
Tarakan sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) akan sulit menyelesaikan krisis 




Dalam jangka pendek, perubahan status PT PLN Tarakan dari anak perusahaan menjadi PT 
PLN (Persero) kurang efektif untuk menyelesaikan krisis kelistrikan di Kota Tarakan. 
Perubahan status dan pengalihan aset membutuhkan waktu yang panjang, khususnya 
berkaitan dengan penilaian aset. Dampak lainnya adalah tingkat tarif akan mengikuti tarif 
nasional yang secara rata-rata lebih tinggi dari tarif regional Tarakan. 
 
Dalam jangka menengah dan jangka panjang, perubahan status PT PLN Tarakan dari anak 
perusahaan menjadi PT PLN (Persero) dapat meningkatkan keberlanjutan ketersediaan 
listrik, kemampuan investasi yang lebih besar, peluang memanfaatkan subsidi nasional, serta 
ketersediaan pasokan listrik melalui interkoneksi Sistem Kalimantan. 
 




Tujuan jangka pendek (≤ 1 tahun) adalah terjaminnya kembali ketersediaan pasokan 
energi listrik. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan: 
 
1. Percepatan pasokan energi primer gas dari Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd 
berdasarkan kontrak yang telah disepakati.  
2. Mengantisipasi keterlambatan gas in dari Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd, 
mekanisme operasi pembangkitan listrik oleh PT PLN Tarakan yang selama ini 
berjalan terutama untuk kondisi beban puncak (peak shaving) perlu dipertahankan, 
khususnya pengoperasian mesinmesin pembangkit diesel. 
3. Butir ke-2 bisa berjalan jika dilakukan rasionalisasi biaya pembangkitan melalui 
penyesuaian tarif pelanggan rata-rata sekitar 27% yang disertai dengan pemberian 
subsidi khususnya pelanggan 450VA dan 900VA (47,9% dari total pelanggan). 
Mekanisme subsidi dilakukan dengan mengkompensasi selisih harga keekonomian 
listrik (BPP) dengan tarif regional melalui subsidi APBD. 
4. Menyusun PERDA tentang penyesuaian tarif listrik Kota Tarakan dan mempermudah 
perijinan usaha yang terkait investasi penyediaan energi listrik 
5. Perlunya Pemerintah Kota Tarakan berperan aktif dalam gerakan penghematan energi 
listrik dan perubahan perilaku konsumsi listrik melalui program demand side 
management yang terencana dan terkontrol untuk semua pelanggan listrik. 
6. Menambah kapasitas daya mampu dengan pemanfaatan excess power (PT IDEC) dan 
mempertahankan captive power pada pelanggan-pelanggan besar khusus pada kondisi 
beban puncak (peak-load). 
 
7.2.2 Jangka menengah (2-5 tahun) 
 
1. Percepatan pembangunan PLTU batubara baik yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) 
maupun oleh PERUSDA. 
2.  Promosi sumber energi baru dan terbarukan, khususnya energi matahari. Untuk 




3. Revisi program-program CSR untuk perusahaan yang ada di Kota Tarakan dengan 
orientasi mengatasi krisis energi listrik masyarakat lokal. 
4. Pemerintah Kota sebagai pemegang otoritas wilayah hendaknya mempergunakan 
kewenangannya sesuai dengan UU. No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan 
termasuk mekanisme kontrol yang kuat terhadap kontrak-kontrak proyek pada 
perusahaan yang sementara beroperasi di Kota Tarakan. 
5. Untuk menjamin keberlanjutan penyediaan energi listrik dalam jangka menengah dan 
jangka panjang, maka Pemerintah Kota Tarakan dan DPRD perlu memfasilitasi PT 
PLN Tarakan untuk melakukan proses pengembalihan status PT PLN Tarakan dari 
anak perusahaan menjadi PT PLN (Persero). 
 
7.2.3 Jangka panjang (di atas 5 tahun) 
 
1. Mengembangkan sistem kelistrikan yang terintegrasi dengan sistem Kalimantan Utara 
dengan memanfaatkan sumber-sumber energi primer yang lebih murah dan ramah 
lingkungan.  
2. Melakukan pembaharuan RencanaUmum Energi Daerah (RUED) dan Rencana 
Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) secara berkala. 
 
 
 
